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Abstrak 
Penerapan sistem checks and balances yaitu sistem yang saling mengimbangi dan 
saling mengawasi antara lembaga negara tidak hanya diperlukan dalam tatanan 
pemerintahan di tingkat pusat, tetapi tingkat pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa 
juga memerlukan sistem ini. Sistem kekuasaan yang hanya terpusat pada salah satu 
lembaga akan menimbulkan kekuasaan yang otoriter sehingga memerlukan pembagian 
kekuasaan (distribution of power). Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang baik di tingkat desa antara 
kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa 
seperti halnya lembaga legislatif guna mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, 
efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Fungsi kontrol atas kekuasaan 
eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa sebagai badan legislatif desa 
yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyaratan Desa 
dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan yang memberikan 
suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. 
 
Kata kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa 
 
Abstract 
Checks and balances application system that is a system of mutual balance and 
mutual supervision between state institutions is not only required in the governmental 
order at the central level, but the smallest level of government i.e. the village government 
also requires this system. The power system that concentrate only in one institution will 
create authoritarian powers that require a distribution of power. The establishment of the 
Village Consultative Institution (BPD) is expected to encourage the creation of good 
governance at the village between the headman as the head of the village government and 
the BPD as representatives of the village people as well as the legislative institutions in 
order to realize a professional, efficient, effective, open, and responsible. The control 
function of the executive power of the village is run by the Village Consultative Institution 
as the village legislative institution which is the community trust institution. The Beggining 
of the Village Consultative Institution is considered a democratic political institution in 
rural communities that provides a new atmosphere in the democratic life of the village. 
Keywords : Fungtion, Badan Permusyawaratan Desa 
 
I. Pendahuluan 
 
Penjelasan UU No 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
menyatakan bahwa otonomi daerah telah 
memberikan kewenangan kepada daerah 
untuk mengatur dan mengurus daerahnya 
sesuai aspirasi dan kepentingan 
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masyarakatnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan tata hukum nasional 
dan kepentingan umum. Desa merupakan 
pemerintahan terkecil di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah mengeluarkan UU No 6 
Tahun 2014 tentang Desa yang tujuannya 
adalah untuk memperkuat kedudukan 
desa dan desa adat. Pengertian desa dan 
pemerintah desa berdasarkan UU No 6 
Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa 
adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sedangkan pemerintah desa 
adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa (Srilaksmi, 2020). 
 
Tujuan pengaturan desa salah 
satunya adalah membentuk pemerintahan 
desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab agar 
desa menjadi maju dan penduduk 
sejahtera. Untuk mewujudkan 
pemerintahan desa yang baik diperlukan 
suatu badan yang akan mengawasi 
kinerja pemerintah desa yang merupakan 
wakil dari penduduk desa. Badan 
Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan 
menjadi wadah atau gelanggang politik 
baru bagi warga desa dan membangun 
tradisi demokrasi, sekaligus tempat 
pembuatan kebijakan publik desa serta 
menjadi alat kontrol bagi proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan ditingkat desa. Hal ini 
dapat terwujud apabila Badan 
Permusyaratan Desa (BPD) sebagai mitra 
Kepala Desa, berperan aktif dalam 
membangun desa bersama kepala desa 
dan masyarakat. 
 
II. Pembahasan 
 
2.1. Pengertian Otonomi Daerah 
 
Pengertian otonomi daerah, 
menurut Undang-Undang nomor. 23 
tahun 2014, tentang pemerintahan daerah 
pasal 1 ayat 6 Otonomi Daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Otonomi daerah telah 
memberikan ruang gerak bagi partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, yang 
menjadikan masyarakat tidak saja sebagai 
objek pembangunan tetapi juga subjek 
pembangunan dan dengan tingkat 
partisipasi tersebut diharapkan akselerasi 
hasil-hasil pembangunan dapat segera 
diwujudkan dan berdayaguna dalam 
peningkatan kualitas kehidupan 
masyarakat. Sedangkan daerah otonom 
itu sendiri adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas daerah 
tertentu berwenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
Ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 
2.2. Pemerintahan Desa yang 
profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab 
 
Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Yang 
dimaksud dengan “profesionalitas” 
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adalah asas yang mengutamakan keahlian 
yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. “Efisiensi” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan yang 
dilaksanakan harus tepat sesuai dengan 
rencana dan tujuan. “Efektivitas” adalah 
asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan yang dilaksanakan harus 
berhasil mencapai tujuan yang diinginkan 
masyarakat Desa. “Keterbukaan” adalah 
asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi 
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa dengan tetap memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. “Akuntabilitas” adalah asas 
yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
2.3. Keanggotaan BPD 
 
Anggota BPD merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan keterwakilan 
perempuan yang pengisiannya dilakukan 
secara demokratis melalui proses 
pemilihan secara langsung atau 
musyawarah perwakilan. Anggota BPD 
berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) 
orang dan paling banyak 9 (sembilan) 
orang yang penetapannya memperhatikan 
jumlah penduduk dan kemampuan 
keuangan desa. Persyaratan umur 
anggota BPD paling rendah berusia 20 
tahun atau sudah / pernah menikah dan 
memegang jabatan selama 6 (enam) 
tahun serta dapat dipilih kembali untuk 3 
(tiga) kali masa jabatan secara berturut-
turut atau tidak berturut-turut. Anggota 
BPD berhenti karena meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau diberhentikan. 
 
2.4. Fungsi, Hak, Kewajiban dan 
Tugas Badan Permusyawaratan Desa 
 
Badan Permusyawaratan Desa 
atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. Badan 
Permusyawaratan Desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
melaksanakan sistem yang saling 
mengimbangi dan mengawasi dengan 
pemerintah desa.  
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai 
fungsi: 
1. Membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa; 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa; dan 
3. Melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa. 
 
Peraturan Desa merupakan salah 
satu acuan atau pedoman bagi kepala 
desa dalam menjalankan roda 
pemerintahan desa. BPD ikut membahas 
dan menyepakati Rancangan Peraturan 
Desa bersama Kepala Desa sebagai salah 
satu fungsi legislasi dari BPD di tingkat 
pemerintahan desa karena BPD juga 
merupakan perwakilan dari masyarakat 
desa. Peraturan Desa yang mengatur 
kewenangan Desa berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan berskala lokal desa 
pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat 
desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 
Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan 
Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi 
secara berkelanjutan oleh warga 
masyarakat desa setempat mengingat 
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Peraturan Desa ditetapkan untuk 
kepentingan masyarakat desa. Apabila 
terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan 
Peraturan Desa yang telah ditetapkan, 
Badan Permusyawaratan Desa 
berkewajiban mengingatkan dan 
menindaklanjuti pelanggaran dimaksud 
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 
Itulah salah satu fungsi pengawasan yang 
dimiliki oleh Badan Permusyawaratan 
Desa. Selain Badan Permusyawaratan 
Desa, masyarakat Desa juga mempunyai 
hak untuk melakukan pengawasan dan 
evaluasi secara partisipatif terhadap 
pelaksanaan Peraturan Desa. 
 
BPD dapat menggalian aspirasi 
dari masyarakat secara langsung kepada 
kelembagaan dan masyarakat desa 
termasuk kelompok masyarakat miskin, 
masyarakat berkebutuhan khusus, 
perempuan, kelompok marjinal yang 
hasil penggalian aspirasi masyarakat desa 
disampaikan dalam musyawarah BPD. 
BPD mengelola aspirasi masyarakat desa 
melalui pengadministrasian dan 
perumusan aspirasi untuk disampaikan 
kepada Kepala Desa dalam rangka 
mewujudkan tata kelola penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
 
BPD melakukan pengawasan terhadap 
kinerja Kepala Desa melalui: 
a. perencanaan kegiatan Pemerintah 
Desa; 
b. pelaksanaan kegiatan; dan 
c. pelaporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 
 
Bentuk pengawasan BPD berupa 
monitoring dan evaluasi yang hasil 
pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala 
Desa sebagaimana laporan kinerja BPD. 
Pelaksanaan evaluasi dilakukan 
berdasarkan prinsip demokratis, 
responsif, transparansi, akuntabilitas dan 
objektif. 
 
Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa 
meliputi : 
a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, 
RKP Desa dan APBDesa; 
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 
c. Capaian ketaatan terhadap 
pelaksanaan tugas sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan 
d. Prestasi Kepala Desa. 
 
Undang-Undang Desa 
membedakan antara hak yang melekat 
pada kelembagaan BPD dengan hak yang 
melekat pada masing-masing anggota 
BPD. Hak yang melekat pada 
kelembagaan pada dasarnya tak bisa 
diputuskan sendiri oleh satu orang ketua 
BPD, melainkan seluruh anggota BPD 
melalui mekanisme pengambilan 
keputusan. Khusus mengenai hak dan 
kewajiban BPD, diatur dalam Pasal 61-63 
UU Desa. Undang-Undang ini 
membedakan hak kelembagaan BPD dan 
hak personal pengurus-pengurusnya, 
serta kewajiban mereka. 
Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
a. Mengawasi dan meminta keterangan 
tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa kepada pemerintah 
desa; 
b. Menyatakan pendapat atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa; dan 
c. Mendapatkan biaya operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 
Adapun yang dimaksud dengan ‟meminta 
keterangan‟ adalah permintaan yang 
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bersifat informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat desa, bukan dalam rangka 
laporan pertanggungjawaban Kepala 
Desa. 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
Berhak: 
a. Mengajukan usul rancangan 
Peraturan Desa; 
b. Mengajukan pertanyaan; 
c. Menyampaikan usul dan/atau 
pendapat; 
d. Memilih dan dipilih; dan 
e. Mendapat tunjangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
wajib: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memeliharan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi 
yang berkeadilan gender dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 
c. Menyerap, menampung, 
menghimpun, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat desa; 
d. Mendahulukan kepentingan umum di 
atas kepentingan pribadi, kelompok, 
dan/atau golongan; 
e. Menghormati nilai sosial budaya dan 
adat istiadat masyarakat desa; dan 
f. Menjaga norma dan etika dalam 
hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan desa. 
 
Ketentuan Pasal 32 Permendagri No 110 
Tahun 2016 tentang Dewan 
Permusyawartan Desa menyatakan 
bahwa BPD mempunyai tugas: 
a. Menggali aspirasi masyarakat; 
b. Menampung aspirasi masyarakat; 
c. Mengelola aspirasi masyarakat; 
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD; 
f. Menyelenggarakan musyawarah Desa; 
g. Membentuk panitia pemilihan Kepala 
Desa; 
h. Menyelenggarakan musyawarah Desa 
khusus untuk pemilihan Kepala Desa 
antarwaktu; 
i. Membahas dan menyepakati 
rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa; 
j. Melaksanakan pengawasan terhadap 
kinerja Kepala Desa; 
k. Melakukan evaluasi laporan 
keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 
l. Menciptakan hubungan kerja yang 
harmonis dengan Pemerintah Desa 
dan lembaga Desa lainnya; dan 
m. Melaksanakan tugas lain yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
III. PENUTUP 
 
3.1 Simpulan 
Berdasarkan pemaparan di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
mewujudkan Pemerintahan Desa yang 
baik diperlukannya sistem yang saling 
mengimbangi dan saling mengawasi agar 
desa menjadi maju dan penduduk 
sejahtera maka selain Kepala Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa juga 
memiliki peran yang sangat penting. BPD 
melaksanakan fungsinya mulai dari 
membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat Desa dan melakukan 
pengawasan kinerja Kepala Desa. 
Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah 
di tingkat desa yang apabila kewenangan 
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pemerintahan desa hanya terpusat pada 
Kepala Desa maka kemungkinan akan 
menimbulkan raja-raja kecil di tingkat 
desa yang pada akhirnya menjadikan 
pemerintahan yang sewenang-wenang. 
Sehingga diharapakan BPD dapat 
mengkontrol roda pemerintahan desa 
karena BPD juga merupakan perwakilan 
dari masyarakat desa. 
 
3.2 Saran 
Adapun saran yang akan diajukan 
kepada BPD adalah sebagai berikut: 
1. Setiap anggota BPD harus 
mengetahui dan memahami 
fungsi, tugas, hak dan 
kewajibannya karena anggota 
BPD merupakan wakil penduduk 
desa yang diberikan amanat serta 
dipilih secara demokratis. 
2. BPD harus aktif melakukan 
koordiniasi dengan pemerintah 
desa dan lembaga desa lainya, 
aktif mendengarkan dan 
menyampaikan aspirasi dari 
masyarakat kepada pemerintah 
desa  agar mampu memberikan 
pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat. 
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